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ABSTRAK  
 

Perkembangan layanan financial technology lending di Indonesia memberikan 

kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan 

tantangan hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam penerapan 

prinsip transparansi dan itikad baik dalam perjanjian elektronik. Salah satu layanan 

yang banyak digunakan adalah GoPayLater, yang dalam praktiknya memanfaatkan 

perjanjian baku berbasis sistem elektronik dan berada dalam pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan 

OJK terhadap transaksi pinjaman GoPayLater sebagai bentuk fintech lending di 

Indonesia, serta membandingkan pengaturan prinsip transparansi dan itikad baik 

dalam perjanjian fintech lending antara Indonesia dan Malaysia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (yuridis normatif) 

dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, 

doktrin hukum, dokumen kebijakan, serta terms and conditions layanan 

GoPayLater. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis 

perbedaan pengaturan prinsip transparansi dan itikad baik dalam sistem hukum 

Indonesia dan Malaysia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap GoPayLater 

secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 

dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 melalui kewajiban perizinan, penerapan 

manajemen risiko, transparansi biaya, perlindungan data pribadi, serta pengawasan 

perilaku penyelenggara. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut 

masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin pemahaman 

konsumen secara substantif terhadap risiko, biaya, dan konsekuensi hukum 

penggunaan layanan pinjaman digital. Perbandingan dengan Malaysia 

menunjukkan bahwa pengaturan fintech lending di Malaysia lebih menerjemahkan 

prinsip transparansi dan itikad baik ke dalam kewajiban operasional yang 

preskriptif dan terukur melalui Capital Markets and Services Act 2007, Guidelines 

on Recognised Markets, serta Personal Data Protection Act 2010. Perbedaan 

pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen sangat 

dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip hukum diwujudkan dalam norma yang 

konkret dan dapat diuji dalam praktik pengawasan. 
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